KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 21/SB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023-2043

Menimbang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan
dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,
berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan

dalam rangka meningkatkan kesejahter

masyarakat dan

pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujud
pembangunan antarsektor, daerah, d

an keterpaduan
masyarakat maka

rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,

masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012-2032 perlu diintegrasikan| dengan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2018 ten

g Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 dan
disesuaikan dengan  kebijakan nasional, dinamika
pembangunan di daerah serta ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. bahwa pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Sumatera Barat tahun 2023-2043 yang memiliki cakupan
lintas komisi, maka disepakati dibahas oleh Panitia Khusus;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d diatas, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat tentang

Pembentukan dan

Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang; dan

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.\

Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang
disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera
Barat;

MEMUTUSKAN

Membentuk dan menetapkan keanggotaan Panitia Khusus

Pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

mempunyai tugas ;

a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan serta bahan-bahan yang diperlukan
untuk pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2023-2043;

b. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait
Pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2023-2043 ;

c. menyampaikan hasil Pembahasan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2023-2043.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
akan berakhir paling lama 1 (satu) tahun setelah keanggotaan
Panitia khusus ditetapkan.

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT;@.O

Ketua, - 2
T

‘( SUPARDI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 21 /SB/2023
TANGGAL : 20 November 2023

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023-2043

No. NAMA FRAKSI JABATAN
1. | Mario Syah Johan F. P Gerindra ANGGOTA
2. | Evi Yandri Rajo Budiman, SIP F. P Gerindra ANGGOTA
3. | Mesra F. P Gerindra ANGGOTA
4. | Drs. H. Nurfirmanwansyah, MM, A.Pt F. PKS ANGGOTA
5. | H. Budiman, S.Ag.MM F. PKS ANGGOTA
6. | Hj. Aida, SH F. P. Demokrat ANGGOTA
7. | Suharjono F. P. Demokrat ANGGOTA
8. | Hj. Artati, SH.MH F. PAN ANGGOTA
9. | H. Bukhari Dt.Tuo, SE F. PAN ANGGOTA
10. | Zulkenendi Said,S.Sos,SH.M.Si,MM,MH F. P Golkar ANGGOTA
11. | Dra. Hj. Sitti [zzati Azis F. P Golkar ANGGOTA
12. | H. Taufik Syahrial F.PPP-NASDEM | ANGGOTA
13. | H. Daswipetra Dt. Manjinjiang alam, F.PPP-NASDEM ANGGOTA

SE.M.Si
14. | Firdaus, S.Hi F.PDI-P & PKB ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

SUPARDI




